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A. Tanggungjawab Korporasi Pertambagangn Mineral dan 

Batubara 

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki 

kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. 

Sehingga, banyak korporasi yang tertarik mendirikan usaha di 

Indonesia. Salah satu usaha yang memanfaatkan sumber daya 

alam ialah usaha pertambangan mineral dan batubara. 

Pertambangan menyumbang sekitar 5% dari total Produk 

Domestik Bruto Indonesia dan bagian yang jauh lebih besar 

dalam ekonomi regional di beberapa provinsi yang kaya sumber 

daya1. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukan 

produksi batu bara sebanyak 565.640.928 ton, bauksit sebanyak 

25.859.895 ton , biji nikel 65.890 ton , konsentrat tin 65.127 

tonmetrik, konsrentrat tembaga 2.273.456 tonmetrik dan emas 

sebanyak 65.890 kg2. 

Hal ini menjadi suatu persoalan tersendiri bagi Indonesia. 

Bisnis pertambangan mineral dan batubara merupakan salah 

satu area bisnis yang mendapat prioritas utama pemerintah baik 

 

1 B Devi dan Dody Prayogo, Mining and Development in Indonesia: An Overview 

of the Regulatory Framework and Policies, Australia : International Mining for 

Development Centre, 2013, hlm 15 
2https://katalog.data.go.id/dataset/produksi-barang-tambang 

mineral/resource/f82070b7-99b2-4953-a Produksi Barang Tambang Mineraldd3-

36c2f82a0b9a diakses pada 04 november 2023 

SELAYANG PANDANG 

TANGGUNG JAWAB HUKUM 

KORPORASI PERTAMBANGAN 

MINERAL DAN BATU BARA DI 

INDONESIA 
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Aktivitas pertambangan tidak dapat dibiarkan tanpa 

pengaturan hukum yang sesuai untuk memastikan implementasi 

rencana besar pengelolaan sumber daya alam. Rencana tersebut 

bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam menjadi tanggung 

jawab negara demi kesejahteraan rakyat, dengan prinsip-prinsip 

pembangunan sumber daya alam berkelanjutan dan keberlanjutan 

lingkungan hidup. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur 

kegiatan pertambangan perlu mencakup asas dan tujuan yang 

sejalan dengan rencana besar tersebut, guna memberikan panduan 

mengenai praktik pertambangan yang benar dan efektif. 

 

A. Asas Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia 

Pasal 2 UU No 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

mmengatur bahwa pertambangan Minerba dikelola berasaskan: 

1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;  

2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa; 

3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; 

4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  

Asas kesatu, kedua dan ketiga dalam penjelasan tidak 

memberikan penjabaran. Namun, asas pertama bersifat 

multidimensi. Artinya manfaat, adil dan seimbang tersebut 

meliputi dari banyak aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, 

lingkungan dan lain-lain. Asas kedua menunjukkan sikap 

nasionalisme dan berdaulat atas pemanfaatan dan hasil 

pengelolaan pertambangan, serta anti intervensi asing. Asas 

ASAS PERTAMBANGAN 

MINERAL DAN BATU 

BARA DI INDONESIA 
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A. Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia 

Peranan sektor pertambangan mineral dan batubara 

dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting28. 

Kegiatan pertambangan di Indonesia tersebar dalam berbagai 

wilayah di Indonesia seperti ditunjukan pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Pertambangan di Indonesia 

Sumber: Minerba, 202229 

 

28 Ferry Aries Suranta, Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber 

Daya Alam Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 181. 
29 Mineral dan Batubara, https://onemap.esdm.go.id/map/minerba, 

Diaskses pada 19 Oktober 2022 

REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN 

HUKUM KORPORASI PERTAMBANGAN 

MINERAL DAN BATU BARA DALAM 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN PASCA 

PENCABUTAN IZIN USAHA 

PERTAMBANGAN 
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A. Korporasi di Bidang Pertambangan 

1. Korporasi 

Perusahaan atau korporasi secara terminologi 

merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pada 

pengertian perusahaan menurut Pemerintah Belanda dalam 

pembacaan Memorie van Toelichting RUU Wetboek van 

Koophandel di hadapan parlemen, yang berarti keseluruhan 

perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan 

terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk 

mencari laba bagi dirinya sendiri70. Corporate sendiri berasal 

dari kata ´FRUSXVµ� \DQg berarti badan. Berdasarkan 

penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, 

sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat 

disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang 

diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri 

GDUL�́ corpusµ��\DLWX�VWUXNWXU�ILVLNQ\D�GDQ�NHGDODPQ\D�KXNXP�

itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum 

itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu 

merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, 

kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum71. Hukum 

perusahaan merupakan hukum yang mengatur segala hal 

mengenai perusahaan dan kegiatan usahanya. Peraturan 

 

70 Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, 

Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 3 
71 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110 

DASAR PELAKSANAAN 

KEGIATAN USAHA 

PERTAMBANGAN MINERAL 

DAN BATUBARA 
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A. Pemulihan Lingkungan Hidup Aktivitas Pertambangan 

Mineral dan Batubara 

1. Pemulihan Lingkungan Hidup 

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah 

serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang 

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup 

yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup 

dan/atau perusakan lingkungan hidup109. Pemulihan fungsi 

lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan: penghentian 

sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, 

remediasi, rehabilitasi, restorasi; dan/atau cara lain yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 2. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan 

hidup akibat terjadinya perusakan dan pencemaran 

dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan 

hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan 

tindakan tertentu. 

 

109 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Pedoman 

Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 

PEMULIHAN LINGKUNGAN 

HIDUP AKTIVITAS 

PERTAMBANGAN MINERAL 

DAN BATUBARA 
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